
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pajak daerah adalah iuran masyarakat pada negara yang terutang oleh para 

wajib pajak menurut peraturan dan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan atau 

prestasi kembali, yang berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran umum 

sebagai tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pada era otonomi 

daerah saat ini daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya. Tujuannya untuk lebih mendekatkan pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), selain itu 

menciptakan persaingan yang sehat antara daerah dan mendorong timbulnya inovasi. 

Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu 

menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan 

pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat 

melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan 

daerah, di antaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi 

daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya
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mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi 

daerah.  

Penggalian sumber-sumber keuangan daerah, khususnya yang berasal dari 

pajak daerah pada dasarnya perlu memperhatikan dasar pengenaan pajak dan tarif 

pajak. Pemerintah daerah cenderung menggunakan tarif yang tinggi agar diperoleh 

total penerimaan pajak daerah yang maksimal. Pengenaan tarif pajak yang lebih 

tinggi, secara teoritis tidak selalu menghasilkan total penerimaan maksimum. Hal ini 

bergantung pada respon wajib pajak, permintaan dan penawaran barang yang 

dikenakan tarif pajak lebih tinggi.  

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi 

terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah harus memiliki 

kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, 

mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.  

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah, telah 

ditetapkan beberapa jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah. 

Jenis pajak tersebut antara lain: 

a. Pajak hotel 

b. Pajak restoran 

c. Pajak hiburan 

d. Pajak reklame 

e. Pajak penerangan jalan 

f. Pajak mineral bukan logam dan batuan 
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g. Pajak parkir  

h. Pajak air tanah 

i. Pajak sarang burung walet 

j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran 

k. Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

Tahun 2004 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 

yang menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perubahan regulasi ini berdampak 

terhadap sumber pendapatan daerah dalam rangka otonomi daerah. Untuk 

mendukung pelaksanaan otonomi yang maksimal pemerintah mengeluarkan 

kebijakan dibidang pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan 

kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan 

diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Adapun 

sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut (Anggara, 2016:325) : 

1. Pendapatan asli daerah (PAD), terdiri dari: 

a. Hasil pajak daerah 

b. Hasil retribusi daerah 

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan 

d. Pendapatan asli daerah yang sah. 

2. Dana perimbangan 

3. Pinjaman daerah 

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
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Sebagaimana diketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat 

kepada negara. Pajak daerah inilah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan 

pemerintahan dan pajak daerah ini juga berperan serta dalam membiayai 

pembangunan daerah. Tanpa adanya pajak daerah maka kebutuhan akan dana 

pembangunan akan sulit dipenuhi karena telah diketahui bahwa sebagian besar 

pendapatan negara kita adalah berasal dari pajak. Maka dari itu, permasalahan tentang 

pajak ini harus ditangani secara tepat agar iuran pajak daerah dapat dimanfaatkan 

dengan baik. 

Hasil penelitian sementara, wajib pajak di Kota Bandung masih banyak yang 

belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung dalam detik.com jumlah wajib 

pajak yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 

600 ribu. Maka dari jumlah tersebut yang membayar pajak hanya 60% dari jumlah 

yang menyampaikan SPT. Berikut peneliti paparkan target dan realisasi pajak daerah 

terhadap pendapatan daerah berdasarkan data awal yang diolah oleh peneliti. 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah pada Badan 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2012-2016 

Tahun Pendapatan Daerah Pajak Daerah Realisasi 

2012 3,609,909,735,354.63 727.000.000.000,00 112.87% 

2013 4,349,877,954,232.15 1.063.000.000.000,00 112.33% 

2014 5,302,471,398,707.15 1.400.000.000.000,00 99.98% 

2015 5,455,361,616,094.00 1.598.000.000.000,00 93.50% 

2016 6,684,129,617,384.00 2.186.416.770.000,00 78.20% 

Sumber : BPPD dan BPKA Kota Bandung (Data Diolah) 
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Table 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa target pajak daerah dari tahun ke tahun 

mengalami kenaikan, sedangkan dalam realisasinya pada tahun 2012 mengalami 

penurunan dari 112.87% menjadi 112.33%. Kemudian dari tahun 2013 ke 2014 

mengalami penurunan lagi yaitu dari 112.33% menjadi 99.98%. Kemudian pada 

tahun 2014 ke 2015 tetap mengalami penurunan yaitu dari 99.98% menjadi 93.50%, 

dan di tahun 2016 masih mengalami penurunan yaitu sebesar 78.20%.   

Kota Bandung adalah salah satu kota dan Provinsi Jawa Barat yang 

pemerintah daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan daerahnya dari 

tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik oleh 

pemerintah Kota Bandung, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Seperti 

dinyatakan dalam undang-undang No.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah merupakan sumber yang sangat penting guna membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.  

Besarnya tingkat pendapatan asli daerah di pemerintah daerah Kota Bandung 

untuk setiap tahun anggaran menyebabkan adanya penyesuaian alokasi yang 

menyangkut target dan realisasi untuk tahun anggaran berikutnya. Hal tersebut juga 

berkonsekuensi terhadap komponen-komponen pendapatan asli daerah yang terdiri 

dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang pembahasannya dituangkan 

dalam bentuk skripsi, dengan mengambil judul “Pengaruh Kontribusi Pajak 

Daerah Terhadap Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan 

Daerah Kota Bandung” 
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B. Identifikasi Masalah 

Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah pada Badan 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung masih mengalami kendala atau 

masalah. Berdasarkan pengamatan dan observasi awal penulis  menemukan indikasi 

permasalahan yang terjadi pada realisasi pendapatan, diataranya sebagai berikut : 

1. Adanya ketidaksesuaian pendapatan target pendapatan asli daerah dengan 

kemampuan daerah dalam mengelola daerah Kota Bandung, dapat dilihat dari 

realisasi pendapatan daerah yang terus menurun dari tahun 2012-2016. 

2. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada 

waktunya, dapat dilihat dari realisasi yang semakin menurun dari tahun ke 

tahun. 

 

C. Rumusan Masalah 

Pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam 

membiayai pelaksanaan pembanguna pemerintah daerah tanpa adanya imbalan yang 

seimbang terhadap masyarakat. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan 

daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung? 

2. Seberapa besar pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah 

pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung? 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah : 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap 

pendapatan daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota 

Bandung. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap 

pendapatan daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota 

Bandung. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis  

a. Kegunaan penelitian bagi penulis adalah untuk menerapkan ilmu atau teori-

teori serta memberikan wawasan bagi pengembangan ilmu Administrasi 

Negara khususnya yang berkaitan dengan pajak daerah dan pendapatan 

daerah. 

b. Bagi lembaga kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

atau teori-teori pengembangan ilmu Administrasi Negara.  

2. Kegunaan Praktis  

a. Bagi Penulis  

Penelitian ini dapat menambah wawasan, terutama tentang pengaruh 

pajak daerah terhadap pendapatan daerah di Kota Bandung Tahun 2012-

2016. 
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b. Bagi Peneliti lain  

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan gambaran bagi 

peneliti lain dalam melakukan penelitian lanjutan sejenis dengan penelitian 

ini dalam signifikansi yang lebih luas lagi.  

c. Bagi Instansi  

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Badan 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan untuk instansi khususnya dalam bidang 

pengelolaan pendapatan daerah. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) tanpa jasa imbalan (kontra prsepsi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Hartati, 2015:2),  

Kemajuan yang cukup menggembirakan adalah dimuatnya pengertian pajak dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 

Hal ini sudah sepatutnya dilakukan sejak kali pertama terbitnya peraturan perundang-

undangan perpajakan untuk memberikan batasan yang jelas dan legal mengenai 

pajak, sehingga setiap individu masyarakat memahami maksud pembebanan pajak 

kepada mereka. 

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2007, 

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 
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badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Secara garis besar pendapatan yang dimiliki oleh setiap daerah yang masuk ke 

kas daerah, terutama adalah bagi daerah yang memiliki hak otonomi daerah. Hak 

otonomi adalah hak untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran sendiri. 

Penghasilan yang dimiliki oleh setiap daerah yang telah memiliki hak otonomi daerah 

terbagi menjadi dua, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan demikian, setiap 

daerah yang sudah mempunyai hak otonomi daerah tidak terlalu menggunakan 

pendapatannya dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). 

Pajak daerah secara garis besar berdasarkan hak otonomi daerah dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu : 

1. Pajak Provinsi, terdiri atas: 

a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 

b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas: 

a. Pajak hotel 

b. Pajak restoran 

c. Pajak hiburan 

d. Pajak reklame 
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e. Pajak penerangan jalan 

f. Pajak pengambilan bahan galian Golongan C 

g. Pajak parkir 

h. Bea Perolehan Ha Katas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

i. Pajak rokok 

UU Nomor 18 Tahun 1997 disebutkan bahwa UU Nomor 11 Drt. Tahun 1957 

tentang Peraturan Umum Pajak Daerah yang selama ini berlaku telah menyebabkan 

daerah berpeluang untuk memungut pajak yang beberapa di antaranya mempunyai 

biaya administrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasilnya dan atau hasilnya 

tidak memadai. Disamping itu, terdapat beberapa jenis pajak yang tumpang tindih 

dengan pajak lain, dalam arti terdapat pajak lain untuk jenis objek yang sama, 

menghambat efisiensi alokasi sumber ekonomi, bersifat adil, atau tidak benar-benar 

bersifat pajak tetapi bersifat retribusi. 

Pendapatan daerah adalah sejumlah uang yang diterima daerah, baik atas hasil 

usahanya sendiri meupun atas bantuan dari pemerintah pusat atau dari sumber 

lainnnya yang sah. Struktur pendapatan daerah adalah  sebagai berikut:  

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber terdiri dari: 

a. Pajak daerah 

b. Retribusi daerah 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

d. Lain-lain PAD yang sah (hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak 

dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar 
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rupiah dengan uang asing; komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai 

akibat dari penjualan/pengadaan barang/jasa). 

2. Dana perimbangan, yaitu berupa: 

a. Dana bagi hasil (dari pajak, kehutanan, pertambangan umum, perikanan, 

pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan 

panas bumi); 

b. Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari pendapatan bersih dalam 

negeri; 

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari luar poin a dan poin 

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu berupa: 

a. Dana hibah; 

b. Dana darurat; 

c. Dana penyesuaian dan dana otsus; 

d. Bantuan dari daerah yang lebih atas (provinsi) atau daerah lain. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:  
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel (X) 

Pajak Daerah 

(Hartati, 2015:393) 

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Restoran 

3. Pajak Hiburan 

4. Pajak Reklame 

5. Pajak Penerangan Jalan 

6. Pajak Parkir 

7. Pajak Air Bawah Tanah 

8. Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) 

9. Pajak Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) 

 

 

Variabel (Y) 

Pendapatan Daerah 

(Anggara, 2016:325) 

1. Pendapatan Asli Daerah  

2. Dana perimbangan 

3. Lain-lain pendapatan daerah 

yang sah 

 


